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PERANAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS
DALAM PEMBERDAYAAN NELAYAN DI KELURAHAN
RIMBA SEKAMPUNG KECAMATAN BENGKALIS

ABSTRAK

MUHAMMAD KAMARULLAH
NPM. 187310539

Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui; dan menganalisis peranan
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam pemberdayaan nelayan di Kelurahan
Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis dan untuk mengetahui hambatan dalam
pemberdayaan nelayan. Konsep teori dan indikator yang digunakan terdiri atas
bimbingan dan bantuan teknis, menggerakkan partisipasi masyarakat, stimulasi
dan motivasi kepada masyarakat, dan ikut serta masyarakat untuk memilih dan
mengambil keputusan. Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Rimba Sekampung
Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan penelitian-ini menggunakan
metode analisa kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara
langsung fenomena yang terjadi di lapangan dengan mendeskripsikan dalam
bentuk observasi, wawancara, dan kuissioner. Hasil penelitian disimpulkan bahwa
peranan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam pemberdayaan nelayan di
Kelurahan Rimba Sekampung/Kecamatan.Bengkalis masih belum berjalan dengan
baik, hal ini didasari dari kenyataan yang ditemui bahwan pemberdayaan yang
dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis belum mampu
meningkatkan perekonomian nelayan. Faktor penghambat Dinas Perikanan
Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pemberdayaan nelayan di Kelurahan
Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis terhalang oleh regulasi Permendagri
Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi; Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, kemudian dalam melakukan
pemberdayaan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis terkendala oleh Pola pikir
masyarakat nelayan untuk maju itu agak lambat, seperti mereka masih melaut
dengan cara yang tradisional, dengan era teknologi sekarang semestinya nelayan
terbantu dengan teknologi itu, tapi nelayan tidak bisa menggunakannya. Untuk
mengatasi hal itu diharapkan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis terus
berkoordinasi dengan pemerintah provinsi yang memiliki wewenang dalam
memberdayakan nelayan.

Kata Kunci: Peranan, Pemberdayaan, Nelayan
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XViii

THE ROLE OF THE FISHERIES DEPARTMENT OF
BENGKALIS REGENCY IN EMPOWERING FISHERS IN
RIMBA KELURAHAN SEKAMPUNG, BENGKALIS
DISTRICT

Bengkalis I ‘ e - : : g fishermen. The
theoretical guidance and
assistance, motivation to the
community w decisions. This
research is engkalis District,
Bengkalis Reg od, which is a
study that di py describing in
the form of S , Its of the study
concluded th ra : alis - e in empowering
fishermen in : i : B as still not going
well, this wa owerment carried
out by the Be e ble to improve the
: JKali Regency Fisheries
Service in empowe npung Village, Bengkalis
District is hindered 3 of the ne Affairs Number 90

fishermen's progress is a bit slow," yare still fishing in the traditional way,
with the current era of technology, fishermen should be helped by this technology,
but fishermen cannot use it. To overcome this, it is hoped that the Bengkalis
Regency Fisheries Service will continue to coordinate with the provincial
government which has the authority to empower fishermen.

Keywords: Role, Empowerment, Fishermen
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

terkenal adalah Jiata '&n engan transportasi  dan

perdagangan laut, se Q.
Q

W

eksploitasi, seperti penangkapa ifat maritim.

Jenawi et al., (2019) Indonesia merupakan negara maritim terbesar di
dunia, dengan 30% wilayah daratannya dan 70% sisanya lautan. Di negara yang
memiliki banyak pulau, laut dianggap sebagai sarana penghubung antar wilayah.

Tentu saja, luasnya lautan berdampak positif pada kelimpahan sumber daya laut

yang tersedia untuk kepentingan umum.
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Dari berbagai jenis sumber daya laut, Indonesia memiliki stok perikanan
yang sangat besar, dan ada beberapa jenis ikan yang dapat diklasifikasikan

sebagai langka dan terancam punah. Dari fakta di atas dapat dilihat bahwa

a produk ikan

di lautan dan | ala 1 ang memanfaatkan

sumber da

yang tinggal di wilayah pesisir yang mencari nafkah dengan memanfaatkan
sumber daya laut (SDA) seperti ikan, udang, rumput laut, dan kerang tiram,
terumbu karang dan sumber daya laut lainnya.

Di era desentralisasi ini, pemerintah pusat telah memberdayakan
pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya berdasarkan prinsip otonomi, dalam

hal ini pemerintah daerah harus memainkan perannya dalam mencapai tujuan
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negara. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada
pemerintah yang lebih rendah.

Menurut Nadir (2013) desentralisasi bertujuan untuk lebih meningkatkan

sebagai hak 2nyelenggaraan

daerah oto satu kesatuan
sistem. Pro

2014 tentang

dari urusan

Urusan pemerinta Q a ) .

- LU 2

menjadi kewenangan Peme -

2. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi
antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar
pelaksanaan Otonomi Daerah.

3. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
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Pemerintahan daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintahan

pusat memiliki kewenangan untuk mengurus daerah nya sendiri. Dalam Pasal 12

Undang-Undang 23 Tahun 2014 Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang

diselenggarake

meliputi :

2.

3.

,&\‘%\\\\

N\
“

Pangan.

Pertanahan.

Lingkungan hidup.

Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
Pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Perhubungan.
Komunikasi dan informatika.

Koperasi, usaha kecil dan menengah.

Penanaman m

Pariwisata.
Pertanian.
Kehutanan.
Energi dan sumber daya mineral.
Perdagangan.

Perindustrian.

Transmigrasi.
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Menurut Christiani (2014) Bengkalis merupakan daerah otonom dengan
potensi yang sangat besar di wilayah tersebut, salah satunya adalah kekayaan laut

yang melimpah. Dengan ibukota Bengkalis, Bengkalis adalah salah satu dari 12

?
"
o

QD

<3 .8 =

sumberdaya

up -
L

e

1 .789,87 ton : Utara,

3antan, Siak Kecil,

alang Muandau,

Solapan,  Bandar
smana dan Bukit Batu

Siak Kecil, Pinggir, Talang

Muandau, Bathin Solapan dan
Bandar Laksamana
Budidaya di | 6.290 Tidak ada
Keramba kantong Rupat, Bathin Solapan, Siak
Jaring Apung Kecil dan Talang Muandau
(KJA)
Budidaya 1.358,53 ha | 486,56 ha Bantan, Bengkalis, Bukit
Tambak Batu, Bandar Laksamana
Rupat dan Rupat Utara
Budidaya 631,9 ha 24,20 ha Mandau, Pinggir, Bantan,
Kolam Bathin ~ Solapan,  Bandar
Laksamana, Bengkalis, Siak
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Kecil, Bukit Batu Rupat dan

Rupat Utara
Pembenihan | 3.000.000 493.330 ekor Kecamatan Bantan
Ikan ekor
Laut/Udang
Pembenihan 1.012.582 ekor Bengkalis, Bathin

Ikan Air
Tawar

i

waLNt

untuk me
dalam me
Menurut
tersebut, da perekonomian
masyarakat ntuk mencapai
tujuan kita pemberdayaan

masyarakat ur dan merata.

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bengkalis. Hal yang mengenai tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi telah
diatur dengan Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Bengkalis Nomor 84 Tahun

2019.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Adapun tugas pokok dan fungsi Dinas perikanan Kabupaten Bengkalis

1. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Kelautan dan Perikanan.

Selanjutnya dalam RPJMD 2016-2021, Perikanan memiliki visi sebagai
salah satu OPD yang berperan di bidang kelautan dan perikanan.

1. Menerapkan penangkapan ikan Bengal yang kuat dan berkelanjutan.

Sesuai dengan misi berikut:

1. Mewujudkan masyarakat nelayan yang sejahtera.

2. Kesadaran akan ketersediaan stok ikan.



3. Membangun sistem manajemen yang baik.
Untuk memperjelas program dan kegiatan utama yang akan dilaksanakan

sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan oleh Dinas Perikanan, maka perlu

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag
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Tahun 2016 s.d 202C

IKAN LAUT (TON) TANGK
KJA/La | AP IKAN
TAHUN | langka lamba ut PERAIR | AIR TOTAL
gea Suke | (KIA) AN TAWAR
Sea UMUM
2020 5,789,87 | 1.00L,73 | - 15810 | 64,18 7.013.87
2019 6,126,11 | 897,34 |- 13632 | 67,91 7.227.68
2018 6,268.40 | 305,75 | - 12927 | 73,78 6.777,20
2017 6,587.30 | 163,63 |- 67,29 16861 | 6.966,83
2016 7.085.60 | 8158 | 0,14 85,84 32647 | 7579,63

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis
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Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis telah menganggarkan 12,5 miliar
untuk tahun 2020, yang meliputi program pengembangan budidaya perikanan,
program pengembangan perikanan, program pengembangan sistem perluasan
perikanan, dan program pengembangan sumber-daya perikanan.

Menurut Windasai (2021), pemberdayaan masyarakat nelayan adalah
upaya sadar, terencana, sistematis,- dan berkelanjutan untuk membangun
kemandirian sosial, ekonomi, dan politik masyarakat nelayan, serta mengarahkan
sumber dayanya menuju kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Untuk mencapai
tujuan akhir perlindungan dan peningkatan kapasitas perikanan, diperlukan
regulasi yang lebih spesifik dalam bentuk produk hukum, seperti peraturan daerah
atau peraturan-gubernur dan peraturan lain yang terkait dengan peningkatan
kapasitas nelayan.

Anwar (2018) percaya bahwa kepedulian tidak berpihak pada nelayan.
Standar hidup nelayan ditentukan oleh perburuan mereka. Jumlah hasil tangkapan
yang ditangkap dapat mencerminkan besarnya pendapatan yang diperoleh, yang
sebagian besar dihabiskan untuk konsumsi keluarga atau kebutuhan fisik yang
minimal. Situasi masyarakat nelayan atau kelompok pesisir di berbagai wilayah
Indonesia secara umum memiliki beberapa karakteristik. kemiskinan,
keterbelakangan sosial dan budaya, dan kualitas sumber daya yang buruk.
Sebagian besar masyarakat pesisir memiliki pendidikan sekolah dasar (SD) atau
tidak pendidikan dasar, sehingga kekurangan sumber daya manusia, Kelompok
Usaha Bersama (KUBE), dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). ), atau kapasitas

organisasi masyarakat sipil. Kemiskinan, kesenjangan sosial, degradasi
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lingkungan, dan kurangnya infrastruktur dasar adalah beberapa tantangan yang
dihadapi nelayan.

Menurut Prakoso (Januari 2018), asosiasi nelayan mengklaim bahwa

pertumbuhan
rendah.
Sit

faktor inter

ALY ANNEN:

faktor terse
manusia yan

penangkapan

ar _

penangkapan ikan; ‘QQ fe aritim; (6) gaya hidup
yang dianggap terlalu boro ‘ g berwawasan ke depan. Sementara
itu, faktor eksternal meliputi: (1) kebijakan pengembangan perikanan yang lebih
produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan parsial; (2)
sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara;
(3) kerusakan ekosistem.

Adapun jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Kabupaten Bengkalis

dari tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut :
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Tabel 1.3 : Jumlah Rumah Tangga Perikanan (RTP) Kabupaten Bengkalis

Tahun 2016-2020

Fishery of

Budidaya Cultured

C.

b.

Seksi Pengembangan Usaha da

Seksi Pembinaan Kelembagaan.

Kemitraan.

4. Bidang Pelayanan Usaha Perikanan, terdiri dari :

a.

Seksi Perizinan.

b. Seksi Pencatatan Usaha Perikanan.

C.

Seksi Produksi Perikanan.

Jumla

5.516

4.237

3.941

3.844

5.5056
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5. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :

a. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya.

b. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

pengemban ampilé ndic an. pel: : eningkatan usaha
sarana dan sara erikanan.  Untuk mencapa 1 sebut, Bidang

Pengemban

4. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan.

5. Untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh atasan.
Ada beberapa fenomena terkait pemberdayaan nelayan di Kabupaten
Bengkalis khususnya di Kelurahan Rimba Sekampung, yaitu:
1. Masih rendahnya pendapatan nelayan, hal ini dikarenakan pendapatan

nelayan bergantung pada hasil tangkapan, sehingga perlu adanya
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program-program budidaya perikanan bagi para nelayan agar pendapatan

nelayan tidak bergantung dari hasil tangkapan.

2. Minimnya kebijakan pemerintah daerah terhadap program yang
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C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan Dinas Kelutan dan Perikanan Kabupaten

E
¢

¢
\’¢

stakeholders yang berperan penting dalam peran Dinas Perikanan dalam
pemberdayaan masyarakat nelayan di desa Rimba Sekampung, distrik

Bengkalis.
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BAB |1
STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

sebagai:
kehidupa
sekelompok
penguasa
negara me : \_ Jan tertinggi negara
(kabinet, pemerint N L ; ta , ta agar rancangan
undang-unda

dibacakan ole egeri; dar age insi (berlawanan

Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.Menurut Pada tingkat
pusat, penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh presiden dibantu satu orang
wakil presiden dan oleh menteri negara, pada tingkatan pemerintahan daerah
dilakukan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).
Menurut Maulidiah dalam (Absori, 2020), pemerintah adalah organisasi

atau lembaga yang secara hukum (legal) diberikan oleh rakyat sebagai pemegang

16
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kedaulatan tertinggi dalam rangka melaksanakan tugas negara (state power) suatu
negara. dilengkapi dengan equipment.country yang lengkap. Oleh karena itu,

badan penyelenggara negara tidak lain adalah kekuasaan legislatif, eksekutif, dan

berfungsi dan

untuk menangani

dengan monopoli

lima fungsi utama pemerintah, antara lain :

a) Sebagai penyedia layanan, yaitu fungsi-fungsi pemerintah yang berkaitan

dengan penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan
masyarakatnya.

b) Fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan perumusan dan

penegakkan peraturan-peraturan.
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c) Fungsi pembangunan yaitu fungsi yang berkaitan dengan Keterlibatan
pemerintah dalam kegiatan ekonomi.

d) Fungsi perwakilan yaitu mewakili masyarakat di luar wilayah mereka.

/ ﬂ' atakan bahwa
rakyat daerah

sistem negara

Jaerah, sebagai

~
=4
ngk
v
g
LA
a

Q% ang k berpikir, mengambil
inisiatif, dan menentukan ‘ as mereka; Ketiga, mencoba
melibatkan publik dan DPRK secara langsung dalam berpikir, berinisiatif, dan
mengambil keputusan.

Menurut Abdullah (2016; 87), pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan
pemerintahan di tingkat daerah yang menjadi bagian dari pemerintah pusat.
Pemerintah daerah adalah otoritas administratif di wilayah yang lebih kecil dari

suatu negara. Notasi ini digunakan untuk mengkompensasi organisasi tingkat
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negara bagian yang disebut pemerintah pusat, pemerintah nasional, atau (jika
sesuai) pemerintah federal. "Pemerintah daerah” beroperasi hanya di bawah

wewenang yang diberikan oleh undang-undang atau di bawah arahan pemerintah

tingkat yang lehik pemerintah daerah

W ..‘!a
= gerah adalah

%

yang be

%“

meningkat
meningkat

kesehatan,

2N AN

lingkungan

3. Konsep |

kegiatan ekonomi menangkap dan membudidayakan hewan dan tumbuhan air
yang hidup bebas di lautan atau perairan umum. Secara umum, penangkapan ikan
dibagi menjadi penangkapan ikan dan penangkapan ikan. Penangkapan ikan
konstruksi adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan penangkapan dan

pengumpulan hewan dan tumbuhan air yang hidup bebas di laut dan di perairan
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umum, dan akuakultur adalah kegiatan ekonomi membudidayakan hewan dan

tumbuhan air yang hidup di laut atau di perairan umum. .

4. Konsep Peranan

Menurut Syaukani dalam (Angraini dan Syamsir, 2019; 26) Peran
Pemerintah adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan pelayanan birokrasi terhadap masyarakat.
b. Memperpendek struktur kerja dan yang terkesan birokratis dan bertele-tele.
c. Mempermudah perijinan usaha.

d. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pembangunan.
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e. Menyediakan media stimulus bagi masyarakat untuk diberdayakan dalam

pembangunan usaha dan sebagainya.

Menurut Ndraha (Moldjo dkk, 2021), peran pemerintah dalam

memberdayaka
hanya dala

masyarakat,

Menurut Sugiri (2012; 58), kekuasaan adalah proses pemberdayaan,
pemberdayaan, pemberdayaan, pemberdayaan, pemberdayaan, pemberdayaan,
pemberdayaan, pemberdayaan, pemberdayaan, pemberdayaan, pemberdayaan,

pemberdayaan, pemberdayaan, pemberdayaan. dan keterampilan.Pelanggan

(publik) percaya sehingga memiliki kekuatan/kekuatan untuk mengatasi tantangan
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yang dihadapi guna mencapai kehidupan yang lebih baik sehingga dapat

menentukan masa depan sesuai keinginannya.

Windasai dkk (2021; 797) pemberdayaan adalah proses dan tujuan,

menghadapi

paian sosial,

puan untuk
gperti kepercayaan

proses pembelajaran dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang dilakukan

secara bertahap dan harus melalui tahapan sebagai berikut.

1) Tahap pembentukan perilaku menuju perilaku yang sadar dan peduli
sehingga setiap pribadi akan merasa membutuhkan peningkatan

kapasitas diri.
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2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan dan

memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat me-ngambil peran

dalam pembangunan.

memberdayz : ntan: ¢ ' | : sarnya dalam arti

tidak bebas. bebas menge anda , elaparan, bebas

Nelayan adalah mereka yang mencari nafkah dengan menangkap ikan
berdasarkan Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 (Helmi dan Satria,
2012; 68). Nelayan juga merupakan orang yang mencari ikan di laut dan mata
pencahariannya bergantung pada cuaca (Rosni, 2017; 55).

Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam (Rosni, 2017; 55) menyatakan

bahwa nelayan adalah orang yang mencari nafkah dengan menangkap ikan di laut.
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Nelayan tidak dianggap melakukan pekerjaan membuat jala, mengangkut alat

tangkap dengan perahu atau perahu motor, atau mengangkut ikan dengan perahu

atau perahu motor.

ir lainnya.
a kelompok:
elayan buruh

adalah nelaya : er : : yan senior, di

sisi lain, a leh orang lain.
Nelayan s diri dan tidak
melibatkan
B. Penelitia
Tabel 11.1 Pe
No | Nama Hasil
Penelitian
1 Lia Peran Dinas
Angrai perikanan
ni dan Provinsi
Syamsi Sumatera
r Penelitia | Barat tidak
(2019) . Subjek n pada | diterapkan
a Barat  Peneliti peneliti | dengan baik
Dalam an menggu | dalam
Mengata pada nakan mengatasi
si Bagan  Dinas focus illegal
Tangkap Perikan pada fishing
lkan di an pemberd | (menggunaka
Perairan ayaan n jaring
Danau nelayan | apung) di
Singkara Danau
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Billy
Jenawi
(2019)

Jurnal

perikan
an
Kabupa
ten
Kepula
uan
Anamb
as
dalam

Singkarak.
Masyarakat
nelayan di
sekitar danau
masih
melakukan

perikanan
Kabupaten
Minahasa
Utara dalam
memberday
akan
masyarakat
petani
rumput laut
sudah baik,
namun
permasalaha
n yang
terjadi
adalah
kurangnya
anggaran
yang
tersedia.

peneliti
an
peran
dinas

. Subjek

peneliti
an
pada
Dinas
perikan

. Lokasi

. Fokus

penelitia
n

penelitia
n pada
peneliti
menggu
nakan
focus
pada

Peran Dinas
perikanan
sudah cukup
baik dengan
melakukan
sosialiasi
kepada
masyarakat
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Perlind
ungan
Ikan
Napole

Samari
nda
(Studi
di
Kelura
han
Jawa
Kecam
atan
Samari

an

. Sama-

sama
peneliti
an

pemberd
ayaan
nelayan

Peran
Dinas
Koperasi
dan UKM
sudah
berjalan
dengan
baik, hal
ini
didukung
dengan
meningkat
nya

jumlah

UKM
yang ada
di Kota
Samarinda
khususnya
di
Kelurahan
Jawa
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nda Ulu
Kota
Samari
nda
5 Figih Lokasi Peran
Putra Dinas
ifa Koperasi

masyaraka
t  sudah
cukup
baik, hal
ini
ditunjukka
n dengan
menigkatn
ya jumlah
kesadaran
masyaraka
t  dalam
berkoperas
I.

C. Kerangka Pemikira

Untuk mengetahui alur pemikiran dari sebuah penelitian, diperlukan
kerangka berpikir untuk menemukan landasan pemikiran. Kerangka refleksi peran
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam peningkatan kapasitas nelayan di
Kabupaten Bengkaliss (Desa Rimba Sekampung) dapat dilihat pada gambar di

bawah ini.
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Peranan

Gambar I11.1 Kera Nta )erikanan Kabupaten
| Kelurahan Rimba

nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg
DA disay yepepe i uamnjo(

1. Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan  urusan

pemerintahan.
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Perikanan

Perikanan adalah suatu kegiatan ekonomi di bidang penangkapan dan

pembudidayaan hewan atau tanaman air yang hidup bebas di laut atau

dalam rangka mencapai Kehidupan yang lebih baik, sehingga dapat
menentukan masa depan sesuai dengan Kkeinginan mereka.
Pemberdayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah apakah
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis sebagai instansi pemerintah yang

mempunya hak dan kewajiban sesuai kedudukannya sudah menjalankan
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pemberdayaan kepada nelayan Kecamatan Bengkalis (Kelurahan Rimba
Sekampung).

5. Nelayan Kecil

)enangkap ikan
n secara aktif
pakan nelayan

kumulatif lebih

maksud dan tujuan, seperti kapal penangkap ikan, alat pengkapan ikan,

bahan bakar minyak dan sumber energy lainnya.

8. Prasarana

Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama
terselenggaranya suatu proses, seperti pelabuhan perikanan, jaringan

listrik, stasiun pengisian bahan bakar dan sebagainya.
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9. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan

Peran pemerintah dalam pemberdayaan adalah sebagai regulator,

dinamisator, dan fasilitator. Regulator adalah pemerintah sebagai

10.

11.

masyarakat ikut

12. Memberikan Stimulasi dan Memotivasi Masyarakat
Memberikan stimulasi dan memotivasi masyarakat adalah pemerintah
langsung turun kelapangan dengan berdialog kepada masyarakat serta

memotivasi masyarakat agar selalu semangat untuk mengatasi

tantangan dan hambatan yang dialami oleh masyarakat.
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13. Ikut Serta Masyarakat Untuk Memilih dan Mengambil Keputusan
Ikut serta masyarakat untuk memilih dan mengambil keputusan adalah

masyarakat dibebaskan untuk menyampaikan ide dan gagasan serta

Tabel 11.2 K
Kabupaten
Sekampung

Peran pemerinta
dalam

meningkatkan
kekuasaan bersifat
regulasi, dinamis,
dan regulasi.
Koordinator

berarti  membuat
pengaturan  yang
relevan, dinamis

berarti
memberikan
arahan dengan
memberikan
informasi, dan

regulator  berarti
menciptakan
lingkungan yang

-‘E Peran Dinas
in  Kecamatan

tabel sebagai

as Perikanan
ahan Rimba

EAREAGY

la) Imbingan an
<>

telah dilakukan

p) Bantuan sarana dan
prasarana yang telah
diberikan

b) Menggerakkan
Partisipasi
Masyarakat

a) Adanya penyuluhan

b) Partisipasi
masyarakat ~ dalam
kegiatan

c) Stimulasi dan
Motivasi
Kepada
Masyarakat

a) Adanya pertemuan
antara  pemerintah
dengan masyarakat

b) Keluhan masyarakat
terhadap kegiatan

d) Ikut Serta

a) Perumusan
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menguntungkan
untuk
menghubungkan
kepentingan
publik.  (Moldjo
dkk, 2021:2).

%

‘\\\\\\\\\\\‘.

%

Masyarakat
Untuk memilih
dan

Mengambil
Keputusan

kebijakan
melibatkan
masyarakat

b) Kesesuaian kegiatan
dengan harapan
masyarakat
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METODE PENELITIAN

beberapa cara,
serta disaji bahwa tujuan
penelitian suatu fenomena
atau pertanyaan lui aplika ' ematis dengan

menurut Purnia

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas perikanan Kabupaten Bengkalis.
Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian adalah karena adanya program
pemberdayaan bagi nelayan di Kabupaten Bengkalis, namun belum seluruhnya
tugas pokok dan fungsi dilaksanakan, serta pemberdayaan yang dilakukan belum

merata, sehingga masih ada kelompok nelayan yang belum terkena

pemberdayaan.

34
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C. Teknik Penarikan Informan
Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek

penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.

data yang

, 2007;78).

Teknik pe 1.in an g 1 elitl; adalah teknik
purposive Sampg \ 0 ng adalah teknik
pengambila er ds ertentu  (Bungin,
2011;78). : ikian, pe . -H :.' 0il_be apa orang saja yaitu
yang peneliti

Bengkalis dalam Pemberdayaan
Nelayan Kecamatan Bengkalis (Studi Kasus Kelurahan Rimba
Sekampung) yang terdiri dari :

a. ldentitas Responden

b. Peran Dinas Perikanan dalam Pemberdayaan Nelayan di Kelurahan

Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis.
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. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak

pertama, melalui dokumen, monografi, buku-buku dan hasil penelitian

lainnya. Sumber tersebut dapat berupa literature-literatur yang ada

bertahap, metode wawancara ini dilaksanakan secara bebas dan juga
mendalam, tetapi kebebasan ini tidak terlepas dari pokok permasalahan
yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan

sebelumnya oleh pewawancara (Bungin, 2007;111).
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b. Observasi
Peneliti melakukan pengamatan langsung tentang bagaimana Peran

Dinas perikanan dalam Pemberdayaan Nelayan Kecamatan Bengkalis

pengamatan.

am merasakan

LS

as perikanan

jumpulkan data

ur  buku-buku

tanaagy

Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen
bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari

seseorang (Sugiyono, 2012;317)
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Informan dan Key Informan

Menurut Bungin (2007;78) Informan penelitian adalah subjek yang

memahami informasi terkait objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain

yang memahami

menur 0

mengen

langsung

P

terhadap b

No

Ir.H

Muc

G.

telah dikumpulkan dianalisi

Teknik A

Data yang

edan tau informan/kunci

informasi

dit ﬂiﬁﬁtmujﬂﬁ’ an oleh peneliti
Ne %
Ma %4

peneliti i ng dilakukan

| FL_Q Ket

Key
Informan

1S F7 Informan

0 Informan

ANB Informan

p r tatif, dengan data yang

atau tulisan yaitu menggunakan

metode analisis bingkai, yakni teknik analisa data dengan melihat dan

menemukan frame yaitu suatu perspektif untuk melihat sebuah perspektif yang

digunakan dalam pengamatan, analisis, dan interpretasi terhadap sebuah realitas

social di masyarakat.

Menurut Entman, analisis bingkai memiliki empat cara yaitu (1)

mengidentifikasi masalah, (2) mengidentifikasi penyebab masalah, (3) melakukan
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evaluasi moral, (4) melakukan saran pananggulangan masalah (Bungin,
2007;168).

H. Sistematika Penulisan

bab demi

BAB |

BAB II 4 DAN A ‘ﬁ IKIRAN

BAB IlI

BAB IV

BAB V
Mendeskripsikan hasil penelitian, dan membahas hasil penelitian
berdasarkan metode dan teori yang relevan.

BABVI : PENUTUP

Kesimpulan dan saran.



BAB IV
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Singkat Kabupaten Bengkalis

1. Sejarah Kabupaten Bengkalis

Gambar 1V.1 Lambang Kabupaten Bengkalis

Sumber : Google Images, 2022

Asal usul nama Bengkalis diambil dari kata “mangkal” yang berarti sedih
atau sebak dan “kalis” yang berarti tabah, sabar dan tahan ujian kata ini diambil
dari ungkapan raja ‘kecil kepada pembantu dan pengikutnya sewaktu baginda
sampai di pulau Bengkalis ketika ingin ‘merebut tahta kerajaan Johor. Dengan
ungkapan ‘“Mengkal rasanya hati ini karena tidak diakui sebagai Sultan yang
memerintah negeri, namun tidak mengapalah, kita masih kalis dalam menerima
keadaan ini” sehingga menjadi buah bicara penduduk bahwa baginda sedang
mengkal tapi masih kalis akhirnya ungkapan itu menjadi perkataan “oh baginda
sedang Mangkalis” dari kisah ini muncul kata mangkalis, bahkan berubah menjadi

Bengkalis.

40
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Sejarah Bengkalis bermula ketika Tuan Bujang alias Raja Kecil bergelar
Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah mendarat di Bengkalis pada tahun 1722. Beliau
di sambut oleh Batin Senggoro dan beberapa Batin pucuk suku “asli” Batin
Merbau, Batin Selat Tebing Tinggi dan lain-lain. Berita Raja.Kecil adalah pewaris
kerajaan Johor semakin menumbuhkan rasa hormat Batin-Batin di maksud,
sehingga mereka mengusulkan, agar/‘Raja: Kecil. membangunkan Kkerajaannya di
pulau Bengkalis. Bengkalis merupakan Kabupaten dengan julukan Negeri
Junjungan, pusat kota terletak di Kecamatan Bengkalis terdiri dari etnis Melayu,
Tionghoa, Jawa, Batak, Minang dengan mayoritas penduduknya adalah Melayu.

Adapun kedatangan Raja Kecil beserta pembantu dan pengikutnya
disambut oleh Batin Senggoro, Batin Merbau, Batin Selat Tebing Tinggi dan lain-
lain. Raja Kecil adalah pewaris Raja Johor, sehingga membuat batin-batin tersebut
lebih hormat ‘dan mereka, mengusulkan agar, Raja Kecil membangunkan
kerajaannya di pulau Bengkalis. Namun melaui musyawarah beliyau dengan
Datuk Laksemana Bukit Batu, Datuk Pesisir, Datuk Tanah Datar, Datuk Lima
Puluh dan Datuk Kampar dan para Batin, di sepakati bahwa pusat kerajaan
didirikan di dekat Sabak Aur yakni di sungai Buantan salah satu anak Sungai
Siak, pusat kerajaan itu didirikan pada tahun 1723. Kerajaan inilah kemudian
berkembang menjadi kerajaan Siak Sri Indra Pura, yang pernah menguasai
kawasan yang luas di pesisir
pantai Sumatra bagian utara dan tengah sampai ke perbatasan Aceh.

Catatan sejarah menunjukkan, bahwa Bengkalis pernah menjadi basis

awal kerajaan Siak. Di Bengkalislah wawasan mendirikan kerajaan Siak di
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mufakati. Dan di Bengkalis pula bantuan moral dari rakyat di padukan ketika
beliau keluar dari Bintan. Sejarah juga mencatat, setelah belanda semakin
berkuasa. Maka Bengkalis pula yang menjadi tempat kedudukan residen pesisir
timur pulau Sumatra berdasarkan_perjanjian.dengan Sultan.Syarif Kasim Abdul
Jalil Syarifudin menyerahkan pulau bengkalis kepada Hindia Belanda tanggal 26
Juli 1823.

Sejarah juga mencatat sebelum kedatangan Raja Kecil, Bengkalis sudah
menunjukkan peran penting dalam arus lalu lintas niaga di selat Melaka. Terutama
sebagai persinggahan saudagar yang keluar masuk sungai Siak. Bahkan sejak
Tapung (Petapahan) di temui timah (1674) dan emas.peran Bengkalis dalam
hubungan Melaka dengan kerajaan di pesisir timur Sumatra semakin besar,
terutama dimasa berdirinya kerajaan Gasib. Di masa pemerintahan Sultan Mansur
Syah tahun (1459-1477) Gasib di kuasai oleh Melaka, raja Gasib yang belum
menganut agama Islam di Islamkan dan di beri gelar Sultan " Ibrahim” dan di
jadikan wakil Sultan Melaka di Gasib, sejak itu kerajaan Gasib di bawah
kepimpinan Sultan Ibrahim (Sebelum di Islamkan bernama Megat Kudu) menjadi
kawasan pengembangan Islam.

2. Pemerintah Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1956 (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956) dengan ibu kotanya
Bengkalis. Pada tahun 1999 Kota Administratif Dumai meningkat statusnya
menjadi Kota Dumai. Pada tahun 2000 terjadi pemekaran, Kabupaten Bengkalis

dimekarkan menjadi tiga kabupaten yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak,
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dan Kabupaten Rokan Hilir. Pada awal tahun 2009 Kabupaten Bengkalis kembali
dimekarkan menjadi Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Secara Administrasi Pemerintah, Kabupaten Bengkalis terbagi dalam 11

Kabupaten :' : ., : ANgsa erti Aceh, Banjar,

Batak, Bugi

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kepulauan
Meranti.

- Sebelah Barat Berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten

Rokan Hulu dan Kota Dumai.
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- Sebelah Timur Berbatasan dengan Selat Melaka dan Kabupaten
Kepulauan Meranti.

Letak Kabupaten Bengkalis sanagat strategis, berada di tepi jalur

pelayaran internasi ib i i alaka serta berada
pada

(IMS-G

Thailan (I ‘t )

dengan rata-
rata ketinggia ) 2 e 1k : , h Kabupaten

is tanah yang

Bengkalis se

Tabel 1V.1 Nama ot ayah Kabupaten

No Luas Wilayah
(KM?)

1 | Bengkalis 514,00

2 | Bantan 424,00

3 | Bukit Batu Sungai Pakning 488,00

4 | Mandau Air Jamban 180,00

5 | Rupat Batu Panjang 896,35

6 | Rupat Utara Tanjung Medang 628,50

7 | Siak Kecil Lubuk Muda 742,21
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8 | Pinggir Pinggir 1.332,00
9 | Bandar Laksamana Tenggayun 640,00
10 | Talang Muandau Beringin 1.171,00
11 757,47
4,
2020 mencapai
67,12 jiw duduk sangat
jarang di di Kabupaten
Bengkalis umnya, seiring
dengan pertambahan jumlah penduduk _‘.‘:_'"_ mbs kegiatan ekonomi
lokal dan reg
kalis mengalami
pertumbuhan penduduk sebesar
1,63% kemudia embangunan Jangka
Menengah Daerah ahun 2019 meningkat
menjadi 1,80% dan pada t enjadi 2,1% per tahun. Letak

wilayah Kabupaten Bengkalis pada jalur lintas Sumatera dan pulau-pulau di
Kabupaten Bengkalis yang terbuka bagi daerah lain menjadi salah satu penyebab
pertambahan penduduk yang cukup tinggi. Pertumbuhan penduduk pada setiap
Kecamatan Kabupaten Bengkalis tergolong sedang. Laju pertumbuhan penduduk
terbesar didorong oleh faktor migrasi, sedangkan pertambahan dari faktor

kelahiran relatif kecil. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bengkalis dari
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tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami rata-rata peningkatan sebesar 2,10% per

tahun,

0,96%

Mandau

dengan berbagai “alasz ’%r karena pendidikan,
bencana alam dan men QQ‘ arena.itu, upaya pengendalian jumlah
penduduk migrasi masuk \ prioritas dalam perencanaan
pembangunan Kabupaten Bengkalis dimasa mendatang.

Laju pertumbuhan penduduk tersebut memberikan konsekuensi dan
relevansi terhadap berbagai aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik yang
memberikan dampak positif dan negatif bagi daerah. Dampak positif dari

pertambahan penduduk yang tinggi adalah pertambahan angkatan kerja,

memperluas potensi pasar, pengembangan potensi sumberdaya daerah, menarik
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investasi baru, dan perkembangan wilayah/kawasan sehingga meungkinkan terjadi
pemekaran wilayah baru. Sedangkan dampak negatif pertambahan penduduk

adalah peningkatan tekanan terhadap kebutuhan lahan, berpotensi mendorong

I;. dan politik

ang tepat dan

Ayam Potong 3 Abdur . & _@)Din: p 5
.apangan Pasir Bengkalis

@) Pelabuhan Bandar Sril - &
i i ana Bengkalis

Gambar 1V.3 Lokasi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis
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1. Sejarah
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis sebagai Instansi Teknis

Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis bertanggungjawab kepada bupati selaku

Daerah

Daerah Ka

mengemba

pelaksanaa

‘-g\*il’\:“?j\a“

.*":‘

untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Bengkalis secara terus menerus mengembangkan peranan dan
fungsinya agar tetap eksis dan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah
perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dengan tahapan yang terencana,
konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan stabilitas Kinerja yang

berorientasi pada pencapaian hasil.
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Penjabaran formulasi visi pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun
2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Perikanan yang tangguh, berarti produk perikanan mampu

berkelanjut ; emper aya manusia dan

sumberdayze alam menghadapi

dinamika sumber daya

terbarukan.

urusan yang menjadi kewenangan Otonomi Daerah, membantu Kepala Daerah
dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan dan pembangunan di
bidang kelautan dan perikanan.
4. Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis
Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Dinas Kelautan dan

Perikanan Kabupaten Bengkalis mempunyai fungsi sebagai berikut:
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1. Penyelenggaraan Perumusan bahan kebijakan managerial dan teknis
dibidang  sekretariat, bidang budidaya perikanan, bidang

pemberdayaan perikanan, dan bidang pelayanan usaha perikanan.

petani ikan.

dalam lingkup

9. Sekretariat, terdiri dari :

C.

d.

Sub Bagian Penyusunan Program Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

10. Bidang Pemberdayaan Perikanan, terdiri dari :

d.

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia.
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e. Seksi Pengembangan Usaha dan Kemitraan.

f.  Seksi Pembinaan Kelembagaan.

11. Bidang Pelayanan Usaha Perikanan, terdiri dari :

~
=]
o |
=
=
-
S g
=
& Z
& =
= g
=)
= 5
< 2
e =
= =
-
5 5
o
=
% Z
E‘:
Ei‘"
ﬂ.-
-

Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut :

a) Sekretariat;

Kesekretariatan dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas
memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang

pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi tugas pengkoordinasian,
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perencanaan, penyusunan program, umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan

dan perlengkapan.

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai

fungsi :

b)

Bidang Pemberdayaan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendamping serta pemantauan
dan evaluasi dibidang pemberdayaan perikanan. Untuk pelaksanaan tugas pokok

Bidang Pemberdayaan Perikanan mempunyai fungsi :

1. Perumusan rencana kebijakan dibidang pemberdayaan perikanan;
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2.  Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perikanan dalam

pengembangan sumberdaya manusia, pengembangan usaha dan kemitraan, dan

pembinaan kelembagaan;

a manusia,

pemberday anan  m oerdaya manusia,

pengemban

5. elaksa yang me la baik secara

tertulis ma i dengan bidang.. : angka kelancaran

3.
c) Uraian Tugas Bidang Pelayanan Usaha Perikanan

Bidang Pelayanan Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian, pendamping serta
pemantauan dan evaluasi dibidang pelayanan usaha perikanan. Untuk pelaksanaan

tugas Bidang Pelayanan Usaha Perikanan mempunyai fungsi :
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1. Penyusunan rencana dan program dibidang pelayanan usaha

perikanan;

2. Penyusunan petunjuk teknis dibidang pelayanan usaha perikanan;

d)  Uraian Tuge

Bidang “‘ mempunyai  tugas  pelaksanakan
L\ N

pengkoordinasian dibidang budic an yang meliputi sarana prasarana
budidaya, kesehatan ikan dan lingkungan, serta pembenihan dan produksi
budidaya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk pelaksanaan tugas Bidang

Budidaya Perikanan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program dibidang budidaya perikanan;

2. Penyusunan petunjuk teknis dibidang budidaya perikanan;
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3. Pelaksanaan survey dan perencanaan teknis dibidang budidaya

perikanan yang meliputi; sarana dan prasarana budidaya, kesehatan

ikan dan lingkungan, pembenihan dan produksi budidaya;

Dinas Perikanan

Kabupaten Bengkalis ‘ sebanyak 54 orang dengan

Tabel IV.2 anan Kabupaten Begnkalis
NO TINGKAT PENDIDIKA TEKNIS NON TEKNIS

1. | S2 5 -

2. | S1 18

3. | D3 - 1

4, | SLTA 2 18

5. | SLTP - 1

6. | SD - -

JUMLAH 25 30

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, 2022
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Berdasarkan jabatan atau eselon, Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis

mempunyai pegawan sebanyak 22 orang, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel IV.3

Jumlah _Pegawai

Dinas Perikana

Kabupaten Bengkalis

Berdasarka
NO GOLONGAN KETERANGAN
1. | Golongan | 1 -
2. | Golongan Il 16 -
3. | Golongan 11l 29 -
4. | Golongan IV 7 -
JUMLAH 53 -

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, 2022
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8. Bagan Struktur Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis

KEPALA DINAS

PRODUKS] BUDIDAYA

HERNAWATL 5.PL

CEO%
WIP.1STELLLE 200312 1 0N NIF.19730502 200701 2003

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, 2022

Gambar 1V.4 Bagan Struktur Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis
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BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A

informa ast, ‘& a. Adapun

identitas

pendidik

amin dapat dilihat

No ¥ ar =1\ ah (Orang)

Dari tabel diatas, dapat dilihat jumlah informan laki-laki sebanyak 6

orang.

2. Tingkat Pendidikan

58
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Data informan berdasarkan jenjang pendidikan terakhir dapat dilihat pada

tabel dibawah ini :

Tabel V.2 Klasifikasi Informan Berdasarkan Jenja

ng Pendidikan Terakhir

No Kelompok Usia

1 20-30 1
2 31-40 1
3 41-50 3
4 >51 1

Sumber : Hasil Penelitian, 2022




nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

60

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 6 orang informan, jumlah
informan yang usia 20-30 sebanyak 1 orang, usia 31-40 sebanyak 1 orang, usia

41-50 sebanyak 3 orang dan usian diatas 51 sebanyak 2 orang.

Tabel
No
1
Laki-Laki
2
Laki-Laki
3 Laki-Laki
4 Laki-Laki
5 L aki-Laki
6 Laki-Laki
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B. Hasil Analisis dan Pembahasan Peran Dinas Perikanan
Kabupaten Bengkalis Dalam Pemberdayaan Nelayan di
Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis.

Hasil penelitian ini berisikan hasil wawancara dari-informan yang terdiri
dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, Kepala Bidang Pemberdayaan
Dinas Perikanan Kabupaten. Bengkalis, “serta. beberapa nelayan di kelurahan
Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis. Hasil penelitian ini berdasarkan empat
indicator yang terdiri dari memberikan bimbingan dan bantuan teknis,
menggerakkan partisipasi masyarakat, memberikan stimulasi dan motivasi kepada

masyarakat serta ikut serta masyarakat untuk memilih dan mengambil keputusan.

Pemerintah dalam fungsi pemberdayaan adalah sebagai sebuah fasilitator
yang dilakukan dengan terencana, sistematik, dan berkesinambungan untuk
membangun kemandrian social;.ekonomi,rdan*politik di masyarakat. Dimana
dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan

mampu meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Dengan berperannya pemerintah.. diharapkan dapat membantu,
mengembangkan, serta memberi pemberdayaan sehingga hasil yang di peroleh
mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang telah direncakan oleh
pemerintah. Maka dari itu pemerintah dan masyarakat harus saling berkolaborasi

demi tercapainya kesejahteraan di masyarakat.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat

terdiri dari 3 aspek yaitu : pertama menciptakan lingkungan yang bisa membuat
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masyarakat menjadi berkembang (enabling). Kedua, meningkatkan kemampuan

yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat (empowering). Ketiga, adanya aksi

dan langkah yang nyata serta melihat berbagai peluang yang ada (opportunities).

Kelurahan
potensi ala
adanya pemt

manusia, tek

Dengan demikian pada penelitian mengenai Peran Dinas Perikanan
Kabupaten Bengkalis dalam Pemberdayaan Nelayan di Kelurahan Rimba
Sekampung Kecamatan Bengkalis, maka ditetapkan beberapa indicator
pemberdayaan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya
dan membuktikan fenomena yang telah ditemukan. Adapun analisis dan

pembahasan setiap indikator penelitian sebagai berikut :
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1. Bimbingan dan Bantuan Teknis

Bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada
individu atau kelompok untuk mengembangkan kemampuan, keterampilan, serta
pengetahuan yang diperlukan.. untuk menolong orang. yang memerlukan
pertolongan. Dengan demikian, bimbingan adalah proses pemberian bantuan
kepada para nelayan yang dilakukan:secara; sistematis dan berkelanjutan oleh
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dalam pemberdayaan nelayan baik secara
langsung maupun tidak langsung. Bantuan teknis adalah Bantuan diberikan
berupa modal, sarana dan prasarana dan sebagainya.
A. Memberikan' bimbingan untuk pengembangan serta peningkatan

kapasitas nelayan.
Penulis  Melakukan wawancara bersama Kepala Dinas Perikanan

Kabupaten Bengkalis mengenai Bimbingan, beliau, menjelaskan :

“Dinas  Perikanan Kabupaten Bengkalis sudah berpindah fungi ke
Perairan Umum Daratan (PUD), seperti.sungai, danau, tasik, ketika pemerintah
mau memberikan bimbingan atau pembinaan, sudah tidak bisa lagi dasar nya
permendagri nomor 90 tahun 2019, setiap kita' mau mengganggarkan tidak akan
muncul di SIPD karena itu sudah tidak menjadi kewenangan Dinas Perikanan
Kabupaten Bengkalis, mungkin bisa.kami berikan bimbingan cuman terbatas.”
(Wawancara, 21 Februari 2022)

Sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan
Perikanan dengan indikator bimbingan, Beliau menjelaskan bahwa :

“Kalau untuk bimbingan itu ada, kami merekrut dan bekerja sama
dengan para alumni lulusan Sekolah Tinggi Perikanan (STP), nah mereka itu
yang melakukan sosialisasi terkait program dari pemerintah, aturan-aturan yang
berlaku dan sebagainya kepada nelayan di wilayah kerja binaan, selain tenaga
pendamping yang direkrut oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, ada juga
pendamping desa yang di rekrut oleh pemerintah pusat. Untuk bantuan itu dulu
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ada kami berikan, berupa jaringkapal dan lain-lain, dalam memberikan
bantuan,ada klasifikasi nelayan yang diberikan bantuan yaitu sudah terdaftar di
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, harus memiliki dokumen da nada
beberapa klasifikasi yang lainnya. Untuk diketahui, mulai tahun ini Dinas
Perikanan tidak lagi mengurusi masalah kelautan, ini karena adanya aturan baru
dari menteri dalam negeri, jadi sekarang ini kami hanya mengurusi masalah yang
ada di sungai, danau, waduk, serta perairan.yang ada di daratan.. (Wawancara,
21 Februari 2022)

Kemudian penulis melakukan wawancara bersama nelayan di Kelurahan
Rimba Sekampung adalah sebagai berikut :

“bimbingan itu ada, kadang datang semacam penyuluh, itupun hanya
sesekali datang ke lapangan, mereka memberikan informasi mengenai bagaimana
cara mengolah ikan, sosialisasi tentang program dari pemerintah, mendata
Jjumlah nelayan dan sebaginya.” (Wawancara, 27 Februari 2022)

Dari ‘hasil wawancara dengan beberapa sumber, penulis mengamati
bahwa dalam hal memberikan-bimbingan, Dinas-Perikanan Kabupaten Bengkalis
memberikan bimbingan berupa pengembangan dari Sumber Daya manusia (SDM)
dari nelayan itu; sosialisasi programdari ‘pemerintah seperti peluncuran kartu
pelaku usaha perikanan (KUSUKA), memberikan informasi aturan-aturan terkait
dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah: kepada nelayan dan
sebagainya. Program int dilakukan secara baergantian setiap satu tahun satu desa.
Dengan adanya program ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan nelayan
saat melaut.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan pada tanggal 27 Februari
2022, penulis mengamati bahwa tidak ada bentuk bimbingan yang telah diberikan

kepada nelayan berupa sosialisasi. Ini dikarenakan daerah Kelurahan Rimba

Sekampung sudah mendapatkan bimbingan dari pemerintah pada tahun 2018.
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B. Bantuan teknis untuk sarana dan prasarana nelayan

Bantuan teknis adalah Bantuan diberikan berupa modal, sarana dan
prasarana dan sebagainya.

Berdasarkan wawancara.dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perikanan
Dinas Perikanan Kabupaten bengkalis tentang memberikan bantuan teknis, beliau
menjelaskan :

“Untuk bantuan itu dulu ada kami berikan, berupa jaring,Kapal dan lain-
lain, dalam memberikan bantuan,ada klasifikasi nelayan yang diberikan bantuan
yaitu sudah terdaftar di Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, harus memiliki
dokumen da nada beberapa klasifikasi yang lainnya. Untuk diketahui, mulai
tahun ini Dinas Perikanan tidak lagi mengurusi masalah kelautan, ini karena
adanya aturan baru dari menteri dalam negeri, prioritas kami sekarang tidak lagi
kepada nelayan, namun kepada pembudi daya ikan atau yang lainnya, yang
penting perairan umum daratan, jadi sekarang Ini kamihanya mengurusi
masalah yang ada di sungai, danau, waduk, serta perairan yang ada di daratan.”

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan nelayan mengenali
bantuan yang telah diberikan-kepada nelayan, mereka menjelaskan :

“Kalau bantuan dari dinas, mereka memberikan kami jaring, tapi sudah
lama bantuan itu diberikan, seperti jaring yang kami gunakan jaring sering
sangkut dan rusak, kalau jaring sudah rusak kami memperbaiki sendiri dengan
menggunakan dana pribadi.” (Wawancara, 27 Februari 2022)

Dari hasil observasi yang dilakukan eleh penulis pada tanggal 27
Februari 2022, terlihat ada bantuan yang diberikan oleh Dinas Perikanan
Kabupaten Bengkalis seperti jaring untuk penangkapan ikan, serta ada beberapa
kapal nelayan yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis. Hal ini
tentunya sesuai dengan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama Kepala

Bidang Pemberdayaan Perikanan Kabupaten Bengkalis mengenai bantuan sarana

dan prasarana yang telah diberikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis
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kepada nelayan. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat membantu nelayan
dalam menangkap ikan di laut.
2. Menggerakkan Partisipasi Masyarakat

Menggerakkan  partisipasi masyarakat adalah. masyarakat ikut
berpartisipasi dalam mengontrol pemerintah dan ikut berpartisipasi dalam setiap
kebijakan yang dibuat oleh pemerintan: Hal ini bertujuan untuk memperbaiki apa
saja yang kurang dari program yang telah dibuat oleh pemerintah. Menggerakkan
partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan yang diberikan
oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis.

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis telah menggerakkan partisipasi
masyarakat nelayan dengan merekrut tenaga ahli dan tenaga penyuluh untuk
mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan perikanan.

A. Memberikan penyuluhan kepada nelayan

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perikanan
mengenai penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis
kepada nelayan adalah sebagai berikut :

“Ada, melalui tenaga . penyuluh, kami merekrut orang-orang yang
lulusan Sekolah Tinggi Perikanan(STP), lalutenaga ahli baik itu dari UNRI yang
penting sarjana perikanan, mereka bertugas untuk menyampaikan informasi,
aturan-aturan atau hal-hal lain yang berkaitan dengan perikanan. Kami
memberikan informasi seputar perikanan kemudian memberikan penyuluhan
kepada para nelayan berupa sosialisasi dan informasi kepada nelayan, sekarang
ini sudah ada kartu KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Perikanan) kalau dulu
namanya kartu nelayan, selain itu kami memberikan penyuluhan berupa

bagaimana cara penguatan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia
dan sebagainya”. (Wawancara, 21 Februari 2022)
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Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan nelayan yang ada di
Kelurahan Rimba Sekampung mengenai penyuluhan yang diberikan oleh Dinas
Perikanan Kabupaten Bengkalis, mereka menjelaskan :

“Tidak ada penyuluhan_dari pemerintah, penyuluhan yang dilakukan
oleh Dinas_Perikanan Kabupaten Bengkalis sudah lama dilakukan, itu sekitar
tahun 2019, kalau sekarang ini belum ada datang tenaga penyuluh dari
pemerintah.”’ (Wawancara, 27 Februari 2022)

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perikanan
Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, beliau menjelaskan bahwa sudah ada
usaha pemerintah untuk melakukan permberdayaan kepada nelayan. Adapun
program yang dibuat oleh pemerintah pada tahun anggaran 2020 yaitu seperti
peningkatan dan pembinaan kelembagaan kelompok masyarakat perikanan,
pembinaan dan.pengembangan.sumberdaya manusia perikanan Serta pengadaan
sarana dan prasarana pemberdayaan usaha kecil masyarakat kelautan dan
perikanan. Namun berdasarkan: observasi,, yang dilakukan oleh penulis di
lapangan, penulis mengamati bahwa tidak ada kegiatan penyuluhan yang
dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis. Oleh karena itu, peulis
berkesimpulan bahwa ‘Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis sudah berusaha
dalam melakukan pemberdayaan kepada nelayan, tetapi untuk di Kelurahan

Rimba Sekampung dilakukan pemberdayaan yang bersifat sementara, belum

dilakukan pemberdayaan secara berkelanjutan,

B. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan
Untuk mengetahui pasrtisipasi masyarakat dalam kegiatan yang telah

dibuat oleh pemerintah, penulis melakukan wawancara bersama salah satu
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nelayan yang ada di Kelurahan Rimba Sekampung, berikut hasil wawancara
penulis dengan nelayan :

“Partisipasi masyarakat disini biasa saja, kalau ada sosialisasi di
daerah ini, kami setiap-ketua kelompok nelayan ) utmya seperti sosialiasi
- N O

M asi d asya adalah pemerintah
langsung turul ) ar ialog kef 4 at:serta memotivasi
masyarakat ag : jat ur ngatz jan hambatan yang

dialami oleh mas at. ' elayan mampu

program

itu setiap

A. Adanya pertemuan antara pemerintah dengan masyarakat

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan
Perikanan mengenai pertemuan pemerintah dengan masyarakat :

“Jelas ada, kami melakukan pembinaan kelompok nelayan, kami juga
menemui nelayan untuk mencatat dan mendata nelayan yang ada disana, apabila
sudah teraftar barulah para nelayan dapat pelayanan dan bantuan dari
pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku, setelah terbentuk kelompok
nelayan kami kukuhkan, kemudian kami lakukan sosialisasi kepada kelompok
nelayan tersebut”. (Wawancara, 21 Februari 2022)
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Selanjutnya hasil wawancara dengan salah satu nelayan yang ada di
Kelurahan Rimba Sekampung sebagai berikut :

“Pada tahun 2020 dulu ada datang, Pemerintah Daerah bersama
penyuluh melakukan ' ataan dan pencatatan jun nelayan mereka lebih

B =

SRR ANNAN A

=
c
=
o
]
=
c
o
QO

sosialisasi
nelayan t

Sekampun

O
c
c
>
S
)
S
Y
3
O
)

pertemuan a

Sekampung

“Keluhan kami sebagai nelayan disini seperti program bantuan sarana
dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah kepada nelayan tidak sesuai
dengan harapan nelayan, seperti bantuan jaring yang diberikan oleh pemerintah,
jaring ini tidak bertahan lama, karena disaat kami melaut ada saja halangan nya,
terkadang jaring kami mengenai terumbu karang lalu putus dan sebagainya,
kemudian kami disini sangat membutuhkan kapal untuk melaut.” (Wawancara 27
Februari 2022)

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perikanan

dan nelayan yang ada di Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis, penulis
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menyimpulkan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis sudah berperan
dalam pemberdayaan dalam hal memberikan stimulasi dan motivasi masyarakat.
Hal ini tentu saja memberi harapan kepada nelayan bahwa mereka masih
diperhatikan oleh.pemerintah.

4. lkut Serta Masyarakat Untuk Memilih dan Mengambil Keputusan

Ikut serta masyarakat-untuk: memilih dan mengambil keputusan adalah
masyarakat dibebaskan” untuk menyampaikan ide dan gagasan serta memilih
pilihan yang terbaik mengenai tantangan dan hambatan yang dialami oleh
masyarakat. Untuk hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis memberikan
kesempatan kepada nelayan untuk menyampaikan aspirasi nya dalam mengatasi
hambatan dan tantangan nya dalam menagkap ikan di laut. Melalui aspirasi dari
masyarakat kepada pemerintah, tentu saja pemerintah sebagai fungsi regulator
bisa menjadi bahan pertimbangan dari pemerintah untuk membuat kebijakan.

A. Membuat perumusan kebijakan yang melibatkan masyarakat

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemberdayaan Perikanan
dalam hal perumusan kebijakan yang melibatkan. masyarakat nelayan sebagai
berikut :

“Jelas, kami membuat program dengan mendengarkan keluhan dari
masyarakat, baik itu disampaikan melalui desa dan sebagainya, setelah itu kami
melakukan inovasi, serta program-program terbaru. Tapi sudah ada UU No 7
Tahun 2016 Tentang pemberdayaan nelayan. Sudah semestinya dalam membuat
program itu kita mendengarkan keluhan dari nelayan itu sendiri, seperti contoh
kami membuat program kartu pelaku usaha perikanan, apabila nelayan memiliki
kartu ini, maka nelayan tersebut masuk kedalam kategori nelayan yang di berikan
pemberdayaan”. (Wawancara, 21 Februari 2022)

Selanjutnya penulis melakukan wawancara bersama nelayan di

Kelurahan Rimba Sekampung adalah sebagai berikut :
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“Sudah kami sampaikan kepada pemerintah, setelah kami sampaikan
tapi begitu-gitu saja, saya sudah dari tahun 1980-an menjadi nelayan, beginilah
nasib kami yang hanya dapat untuk makan sehari-hari saja sudah cukup’.
(Wawancara, 27 Februari 2022)

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Pemberdayaan
Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis dan nelayan di Kelurahan
Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis, dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas
Perikanan Kabupaten .vBengkalis . sudah membgrikan kesempatan kepada
masyarakat nelayan untuk menyampaikan aspirasinya,namun masih kurangnya
implementasi_program yang telah diusulkan oleh para nelayan kepada Dinas
Perikanan Kabupaten Bengkalis. Untuk nelayan di Kelurahan Rimba Sekampung
Kecamatan Bengkalis mereka masih belum merasakan program yang telah
diusulkan oleh. para nelayan..di. Kelurahan..Rimba "Sekampung Kecamatan
Bengkalis.

B. Kesesuaian kegiatan dengan-harapan masyarakat nelayan

Berikut penulis melakukan wawancara bersama salah satu nelayan di
Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Bengkalis :

“Untuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten
Bengkalis masih belum sesuai. dengan harapan nelayan disni, kami ingin
program-program yang dilakukan-oleh pemerintah hendaknya dilakukan secara
berkelanjutan dan berkepanjangan, jangan hanya sekali-kali saja. Nelayan disini

setiap melaut pasti ada kendalanya, seperti contoh kapal bocor, kami
memperbaikinya dengan menggunakan dana pribadi.” (Wawancara, 27 Februari

2022)

Berdasarkan analisis diatas Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis tidak
memiliki kewenangan lagi untuk menganggarkan program-program untuk
membantu para nelayan. Seperti pemberian bantuan jaring kepada nelayan dapat

dikatakan sekali saja diberikan, tidak berkelanjutan. Selanjutnya menggerakkan
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partisipasi masyarakat sudah dilakukan pemerintah dengan bekerja sama dengan
tenaga ahli lulusan sarja perikanan. Berikutnya stimulasi dan motivasi kepada

masyarakat dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan. Serta ikut serta

Kodefikas

| =\ Y

P

urusan pe

pemerintahg
perikanan s
provinsi. S
sumber daya

lainnya yang
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C. Faktor Penghambat Peran Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis
dalam Pemberdayaan Nelayan di Kelurahan Rimba Sekampung
Kecamatan Bengkalis

Dari hasil' wawancara-dengan Kepala:Bidang Pemberdayaan Perikanan
Kabupaten Bengkalis, di dapatkan beberapa faktor-faktor penghambat
pemberdayaan nelayan di Kelurahan Rimba’' Sekampung Kecamatan Bengkalis ini
berdasarkan hasil dari pengamatan dan wawancara yang telah dilaksanakan adalah
sebagai berikut":

“Wilayah bengkalis ini merupakan wilayah pesisir, sudah tentu memiliki
potensi sumberdaya alam yang bagus, kemudian dengan wilayah pesisir ini
banyak juga masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Namun sumber daya
manusia yang kita miliki masih kurang secara kualitas, hal ini dapat kita
maklumi, dikarenakan beberapa nelayan hanya lulusan .SMA atau SMP,
kemudian kami. dibatasi oleh.aturan-aturan yang berlaku, seperti permendagri
nomor 90 tahun 2019, tugas dan fungsi Dinas Perikanan sudah berbeda.”
(Wawancara, 21 Februari 2022)

Dari hasil wawancara diatas, 'maka dapat ditarik kesimpulan bahwa
faktor-faktor yang menghambat dalam proses pemberdayaan terhadap nelayan di
Kelurahan Rimba Sekampung adalah sebagai berikut :

1. Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis memiliki anggaran untuk
melakukan pemberdayaan kepada nelayan, baik itu berupa bantuan
sarana dan prasarana, pelatihan, sosialisasi dan sebagainya, namun
terhalang oleh regulasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang
Klasifikasi, = Kodefikasi, = dan  Nomenklatur ~ Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2. Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis memiliki hambatan yaitu dari

Sumber Daya Manusia (SDM) dari nelayan itu sendiri, yang dimana
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nelayan di Kelurahan Rimba Sekampung lebih memilih untuk
menggunakan cara penangkapan ikan dengan menggunakan cara

yang tradisional, hal ini disebabkan karena budaya dan kearifan lokal

peranan Dinas

Perikanan di Kelurahan

Rimba Se dayaan yang

dilakukan t



N ueeyesndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nery we[sy sej

1. Diharapkan Dinas Pe

BAB VI
PENUTUP

melakukan
bimbingan
kartu pelaku

atihan untuk

tan yaitu dari
, yang dimana

emilih  untuk

paten Bengkalis untuk selalu ber-
koordinasi dengan pemerintah  provinsi dalam  menyampaikan

permasalahan nelayan di kabupaten.

. Diharapkan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis untuk selalu

memberikan bimbingan dan pelatihan kepada nelayan untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia nelayan dalam hal ilmu

pengetahuan dan teknologi.
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3. Diharapkan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis untuk mensosialiasi

dan mendorong betapa penting terbentuknya kelembagaan di masyarakat

nelayan untuk wadah pembelajaran, kerja sama, dan tukar-menukar
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